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ABSTRAK  

EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA KEPALA LINGKUNGAN DI 

KELURAHAN LUBUK TUKKO KABUPATEN TAPANULI TENGAH  

 

CHAIRIA EKA SAFITRI 

NPM: 1903100026 

 

Lubuk Tukko adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pandan, 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Masalah yang 

terjadi di Kelurahan Lubuk Tukko yaitu belum maksimalnya pengetahuan kepala 

lingkungan terkait prosedur/alur pelayanan seperti pengurusan administrasi 

kependudukan,sehingga membuat masyarakat harus bolak-balik ke kantor Kelurahan, 

Kecamatan serta ke kantor Dinas Pendudukan dan pencatatan sipil karena tidak 

adanya info yang jelas soal bagaimana prosedur serta dokumen apa saja yang harus 

mereka lengkapi. Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat betapa pentingnya arti 

tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis didalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan Prima Kepala 

Lingkungan Di Kelurahan Lubuk Tukko Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan 

keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta- fakta yang nampak 

atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan prima kepala lingkungan sudah 

efektif, karena kepala lingkungan sudah memberikan informasi yang baik kepada 

masyarakat sehingga masyarakat tidak bolak balik lagi ke kantor Lurah, Kecamatan 

serta ke Dinas Pependudukan dan Pencatatan sipil.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Pelayanan publik telah menjadi isu yang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini memiliki dampak 

yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sebelum era 

reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggara pemerintah dan 

pelayanan publik. 

Ada beberapa alasan pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai 

pengembangan dan penerapan good governance di Indonesia pertama, pelayanan 

publik selama ini menjadi area dimana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi 

dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan 

mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, 

pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek good governance bisa 

diartikulasikan secara mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan semua unsur good 

governance, yaitu pemerintah masyarakat dan mekanisme pasar. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik mengatur 

tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi 

pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis 

karena penyelenggaraan pelayanan publik merupakan wujud kinerja organisasi. 

Pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik seharusnya meningkatkan 

kualitas dan menjamin penyediaan publik sesuai dengan azas-azas umum 
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pemerintahan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan bahwa segera bentuk 

pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau jasa, baik dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan, termasuk dalam jajaran pemerintahan Kecamatan, dimana 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 84 Tahun 2012 

tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya penjelasan pasal 16 ayat 2 huruf d menjelaskan 

pelaksanaan pelayanan prima dalam pencatatan akta atau penerbitan akta berupa 

kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, 

pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status 

kewarganegaraan.  

Lubuk Tukko adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pandan, 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayah 

kelurahan ini 2,60 km², dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 

2.961 jiwa. 

Penduduk Pandan memiliki beragam suku, agama dan adat istiadat, termasuk di 

kelurahan ini. Masyarakat dari suku Pesisir dan Batak merupakan penduduk asli di 

daerah ini, dan ada juga pendatang seperti suku Jawa, Minangkabau, Nias, Aceh dan 

lainnya.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandan,_Tapanuli_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Pesisir
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Nias
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Aceh
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Tengah 2020 

mencatat keberagaman penduduk berdasarkan agama yang dianut. Penduduk di 

Kelurahan ini yang memeluk agama Islam berjumlah 93,59%, yang umumnya 

dipeluk penduduk Pesisir, Jawa, Minangkabau dan sebagian suku Batak. Kemudian 

pemeluk agama Kekristenan berjumlah 6,41%, dimana Protestan 5,75% dan Katolik 

0,66%, yang umumnya dipeluk penduduk dari suku Batak dan Nias. 

Kepala lingkungan yang biasa disebut kepling merupakan nama lain dari Rukun 

Warga (RW). Kepala lingkungan merupakan mitra pemerintah kelurahan yang 

berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai kemasyarakatan. Kepala 

lingkungan juga merupakan perpanjang tangan dari pemerintah kota. Sebenarnya 

kepala lingkungan memiliki tugas yang sangat erat dengan tugas camat dan lurah, 

yaitu mengatur dan mengontrol wilayah dari segi pelayanan kepada masyarakat, 

kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Kedudukan kepala lingkungan 

adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional kelurahan yang membawahi 

satu lingkungan.  

Kepala lingkungan memiliki peran yang sangat signifikan karena kepala 

lingkungan harus bisa melayani masyarakat dalam berbagai kebutuhan yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi yaitu melayani segala jenis administrasi, menanggapi 

keluhan masyarakat, membantu mewujudkan kelancaran program-program 

pemerintah, dan sebagainya. Penataan dalam pelaksanaan pemerintahan yang 

mengarah pada fungsi pelayanan masyarakat, seyogyanya ditekankan pada kepala 

lingkungan. Selain itu, kepala lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekristenan
https://id.wikipedia.org/wiki/Protestan
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
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pelayanan kepada masyarakat. Namun sayangnya, kenyataan yang ada ditengah 

masyarakat banyak masalah dan keluhan masyarakat yang menunjukkan bahwa 

kepala lingkungan belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang 

dipegang secara profesional. 

Masalah yang terjadi di Kelurahan Lubuk Tukko yaitu belum maksimalnya 

pengetahuan kepala lingkungan terkait prosedur/alur pelayanan seperti pengurusan 

administrasi kependudukan membuat masyarakat harus bolak-balik ke kantor 

Kelurahan, Kecamatan serta ke kantor Dinas Pependudukan dan pencatatan sipil 

karena tidak adanya info yang jelas soal bagaimana prosedur serta dokumen apa saja 

yang harus mereka lengkapi. Selain itu, banyak program pemerintah seperti dana 

bantuan hibah, sembako, dan program lainnya agak terhambat dikarenakan tidak 

kompetennya kepala lingkungan dalam mengolah data. Bahkan dalam pemberian 

bantuan sembako untuk masyarakat, terdapat beberapa kepala lingkungan ikut 

mengambil bantuan tersebut untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Padahal 

bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan. 

Dan masih banyak ditemui di Kelurahan Lubuk Tukko kepala lingkungan yang 

menjalankan tugas seadanya tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan dan 

bagaimana kondisi masyarakatnya. Seharusnya kepala lingkungan harus siaga dan 

memantau keadaan dan kondisi dilingkungannya. Sejatinya tugas dan fungsi kepala 

lingkungan di kelurahan tanpa mengenal waktu, mereka bisa bekerja 24 jam jika 

terdapat masalah dilingkungannya pada malam hari. Kepala lingkungan wajib turun 

tangan untuk mengatasi masalah dilingkungan tersebut.  
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Di era sekarang ini aparat pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan 

yang prima dan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat 

yang menginginkan pelayanan yang efektif dan efisien. Perkembangan teknologi 

membuat masyarakat dapat terhubung satu sama lain dengan mudah dan diharapkan 

layanan publik dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

tersebut. Instansi pemerintah di Indonesia saat ini sudah mengembangkan pelayanan 

publik dengan sistem e-government dengan menggunakan jaringan komunikasi dan 

informasi dalam bentuk situs web. Penerapan e-government dilakukan sebagai bentuk 

inovasi pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintahan yang dapat 

meminimalisir kerja birokrasi, 2 sehingga bisa meningkatkan level kepuasan 

masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah secara efisien, efektif.  

Menurut (Judiari, 2017) dalam Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, 

pelayanan prima atau Service Excellence merupakan sebuah aktivitas pelayanan yang 

diberikan dalam bentuk yang lebih spesifik. 

Bentuk pelayanan seperti ini diperlukan sikap profesional yang senantiasa 

menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat sebagai sasaran 

pelayanannya. Kondisi yang terjadi saat ini, terlihat banyak masyarakat ketika ingin 

mendapatkan pelayanan sering diperhadapkan pada ketidakpastian proses 

penyelesaian. Untuk itu aparat pemerintah harus lebih responsive guna memberikan 

pelayanan yang prima dan dapat memuaskan masyarakat dan untuk itu aparat 

pemerintah juga harus dapat lebih menungkatkan keterampilan atau keahlian dan 

semangat yang tinggi sebagai penyedia layanan publik, sehingga layanan dapat 

diterima secara maksimal dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui 

proses penelitian dengan judul “ Efektivitas Pelayanan Prima Kepala Lingkungan 

Di Kelurahan Lubuk Tukko Kabupaten Tapanuli Tengah.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga 

peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arahan 

batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas didalam 

penelitian. 

Bedasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah 

dalampenelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Prima 

Kepala Lingkungan Di Kelurahan Lubuk Tukko Kabupaten Tapanuli Tengah?.” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan 

dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan penulis didalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan Prima Kepala Lingkungan 

Di Kelurahan Lubuk Tukko Kabupaten Tapanuli Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu Penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian 

tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

a) Aspek teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan juga memperluas wawasan penulis mengenai fungsi kepala lingkungan 

dalam meningkatkan pelayanan prima. 



7 
 

 

b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. 

c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat 

melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I   :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan sistematika penelitian. 

 BAB II   :  URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang 

berkaitan Pengertian Efektivitas, Pengertian 

Administrasi, Pengertian Pelayanan, Pengertian 

Pelayanan Publik, Pengertian Pelayanan Prima. 

 BAB III   :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang metode 

penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, 

kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh 

dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan 

interpretasi atas permasalahan yang diteliti. 

  BAB V   : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

semua hasil yang diteliti. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Konsep Efektivitas 

2.1.1 Pengertian Efektivitas  

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, sesuatu yang 

dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, 

mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan 

sebuah kegiatan yang berhubungan dengan hasil dari tujuan dan ukuran kinerja 

seseorang, baik individu maupun kelompok dan organisasi.  

Menurut (Ravianto, 2014) Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan 

yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang 

diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan 

perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan 

efektif. 

Sementara menurut (Beni, 2016) Efektivitas adalah hubungan antara output 

dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan 

efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan 

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2019) Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu 

organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. 
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Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari 

keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar 

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

2.1.2 Indikator Efektivitas 

Menurut (Hasibuan, 2007) efektivitas merupakan suatu keadaan keberhasilan 

kerja yang sempurna sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Supaya dapat 

menjamin suatu keberhasilan usaha dalam meningkatkan efektivitas kerja karyawan 

dalam suatu organisasi perlunya pengaruh dari struktur organisasi sehingga dapat 

menimbulkan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan pemanfaatan waktu. Adapun 

indikator efektivitas kerja Menurut (Hasibuan, 2007) adalah sebagai berikut : 

1) Kuantitas Kerja: Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan 

dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan 

keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap perusahaan 

selalu berusaha supaya efektivitas kerja dari karyawannya dapat ditingkatkan. 

Oleh Karena itu, suatu perusahaan selalu berusaha agar setiap karyawannya 

memiliki moral kerja yang tinggi. 

2) Kualitas Kerja: Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh 

karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan 

hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan 

pekerjaan. 

3) Pemanfaatan Waktu: Setiap karyawan harus dapat menggunakan waktu 

seefisien mungkin, terutama dengan cara datang tepat waktu ke kantor dan 
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berusaha untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dengan memanfaatkan 

waktu selama penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan 

perusahaan. 

4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Diperlukan guna mewujudkan 

hasil yang diharapkan oleh setiap perusahaan. Setiap karyawan sudah 

sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja mereka 

melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal. Sehingga dengan demikian 

pemanfaatan sumber daya manusia akan lebih berpotensi dan lebih 

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. 

2.2 Konsep Pelayanan 

2.2.2 Pengertian Pelayanan 

Menurut (Barata, 2013) Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2012) pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Dan menurut (Moenir, 2015) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang 

dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut (Tjiptono, 2019) pelayanan (service) bisa dipandang 

sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni service 

operations yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh 
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pelanggan (back office atau backstage) dan service delivery yang biasanya tampak 

(visible) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula front office atau frontstage). 

Hal ini menunjukan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari 

penerima pelayanan. Maka berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau metode 

tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan 

tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan 

tingkat persepsi mereka. 

2.2.3 Efektivitas Sistem Pelayanan 

Konsep mengenai efektivitas ditujukan pada teori sistem. Dua kesimpulan 

pokok dari teori sistem adalah:  

1) Bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input-proses-

output, tidakhanya output saja.  

2) Bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik 

antara sistem dan lingkungan yang lebih luas, tempat hidupnya sistem itu. 

Efektivitas sistem pelayanan dapat disimpulkan suatu kemampuan suatu 

sistem pelayanan itu mampu bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya untuk 

melakukan pelayanan atau melayani. 

2.3 Konsep Pelayanan Publik 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pengertian dari suatu konsep pelayanan publik tidak hanya dibuat oleh para 

ahli pelyanan, akan juga diberikan oleh suatu kelembagaan negara yang dalam hal ini 

adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, menurut Surat Keputusan 
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, bahwa yang 

dimaksud dengan pelayanan publik adalah “Suatu bentuk dari kegiatan proses 

pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan dari unsur masyarakat yang 

dilayani. Oleh karena itu Pelayanan publik (public service) oleh birokrasi publik 

adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sabagai abdi negara. Eksistensi dari suatu lembaga negara 

termasuk di dalamnya pada hakekatnya pelayanan masyarakat, ia tidak dimaksudkan 

untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk memberikan atau melayani berbagai 

bentuk kebutuhan dari unsur masyarakat.” 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan pendapat tersebut di atas maka unsur 

dari institusi birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk dapat 

memberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik dan 

lebih profesional kepada unsur masyarakat dalam suatu proses pemenuhan berbagai 

bentuk dari kebutuhan dari unsur masyarakat, sebagai bagian dari suatu 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

(Zeithaml et al., 2010) mengidentifikasikan faktor utama kriteria pelayanan 

publik, yakni: 

1) Reliable, merupakan kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan layanan 

yang dijanjikan dengan cepat. 

2) Responsiveness, kemampuan untuk membantu konsumen yang bertanggung 

jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 
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3) Countensey, sikap atau perilaku rama, bersahabat, tanggap terhadap keinginan 

konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

4) Kompetence, adalah pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur 

dalam memberikan layanan. 

5) Tengible, adalah keberadaan fasilitas-fasilitas fisik, peralatan, karyawan, 

sarana komunisasi dan alat-alat pendudung yang berwujud dari rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan kepada pada pasien. 

6) Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

7) Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya atau resiko. 

8) Accessibillity, adalah kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

9) Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

10)  Comunication, adalah kemauan memberi layanan untuk mendengar keinginan 

atau aspirasi pelanggan, serta kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi 

kepada masyarakat. 

Menurut (Thoha, 2013) pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2015) pelayanan 

publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun 
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jasa publik yang pada prinsipnya bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan. 

Menurut Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, pelayanan 

Publik dapat diartikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Selanjutnya, undang-undang tersebut memaparkan ruang lingkup pelayanan 

publik yang dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yakni: 

1) Pelayanan barang dan jasa 

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan 

mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada 

masyarakat. 

2) Pelayanan administratif 

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif 

pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi. Keluarga, 

kehormatan, dan harta benda. Kegiatan administratif dilakukan oleh instansi 

non pemerintahan dan diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-

undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan pemerintah 

pelayanan. 

Menurut ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 

2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
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penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan prima 

pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pulik merupakan 

bentuk tindakan pelayanan yang dilakukan oleh agen/instansi sebagai bagian dari 

pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berupa barang ataupun jasa sesuai dengan 

pedoman yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2.3.2 Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Pemberian pelayanan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut 

seperti yang sudah diatur didalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 : 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan. 

2. Kejelasan  

Kejelasan ini menyangkut kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan 

administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan 

dalam pelaksanaan pelayanan, dan rincian biaya pelayanan publik dan tata 

cara pembayaran. 

3. Kepastian Hukum 

Pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Akurasi (Ketapatan) Produk 

  Pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
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5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. 

6. Tanggung Jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau 

persoalan dalam melaksanakan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan saran dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana dan prasarana teknologi 

komunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan akses (Aksesibilitas) 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informatika. Aksesibilitas disini adalah kemudahan yang disediakan untuk 

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

 Pelaksana pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah. 

10. Kenyamanan Lingkungan 

Pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, 

rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-

lain. 
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Dari penjelasan prinsip-prinsip pelayanan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan keinginan masyarakat atau 

pelanggan secara umum dengan memahami bagaimana pemberian pelayanan yang 

baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang ada. Dengan kata lain, prinsip-

prinsip pelayanan digunakan sebagai pedoman bagi pegawai memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Selain itu, prinsip pelayanan dapat membantu masyarakat 

mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan. 

2.3.3 Unsur-unsur Pelayanan Publik 

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang 

mendukung jalannya kegiatan. Menurut (Moenir, 2015), unsur-unsur tersebut antara 

lain : 

1) Sistem, Prosedur dan Metode, yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya 

sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam 

memberikan pelayanan. 

2) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik 

aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan 

terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. 

3) Sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang 

kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parker 

yang memadai. 

4) Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai 

pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. 
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2.3.4 Indikator Pelayanan Publik 

Menurut (Zeithaml, A., & Berry, 2016) terdapat 5 (lima) determinan 

Pelayanan publik yang dirincikan sebagai berikut: 

1) Kendala (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 

2) Ketangapan (resvonsiveness), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan 

dan memeberikan pelayanan dengan cepay. 

3) Keyakinan (comfidence), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau 

“assurance”. 

4) Empati (empathy), yaitu syarat untuk peduli, member perhatian pribadi bagi 

pelanggan. 

5) Berwujud (tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan 

media komunikasi. 

Pada dasarnya teori diatas tetap dapat dipakai untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Karena aparatur pelayanan 

tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk tidak berorientasi kepada kepuasan 

pelanggan secara total, bahkan kepuasan pelangganlah yang dapat dijadikan 

barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan. 

2.4 Konsep Pelayanan Prima 

2.4.1 Pengertian Pelayanan Prima 

Pelayanan Prima merupakan terjemahan istilah excellent service yang secara 

harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Pelayanan Prima pada sektor 
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publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. 

Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai 

kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Pelayanan prima bertujuan 

memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan atau membebani sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Hakekat pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan 

kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Dalam kegiatan pelayanan dikenal istilah pelayanan prima yang artinya adalah 

kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk 

memfasilitaskan kemudahan pemenuhan kebutuhan, sebagai usaha utntuk mencapai 

kepuasan tamu atau pelanggan. 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi 

dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan pada 

pelanggan. Untuk dapat memberikan pelayanan prima dan menjalin hubungan yang 

baik dengan para pelanggan maka yang menjadi kunci keberhasilan adalah orang 

(human). Karena pelayanan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan yang 

merupakan interaksi antara pekerja, peruahaan serta masyarakat yang ada diluar 

perusahaan. 

Menurut (Sugiyono, 2017a): “pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang 

dapat diberikan kepada pelanggan”. Sementara menurut Nina Rahmayanty (2010 : 

18) pelayanan prima adalah pelayanan dengan standart kualitas yang tinggi dan selalu 

mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan 

akurat (handal). 
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Sedangkan Menurut (Barata, 2013) pelayanan prima adalah konsep 

kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik”. 

a. Prinsip Pelayanan Prima 

Prinsip pelayanan prima dalam pelayanan, ada beberapa indikator dalam 

pengertiannya, dimana pada intinya adalah bagaimana mendahulukan kepentingan 

masyarakat yang menurut Barata (2005) mempunyai beberapa acuan antara lain: 

Memuaskan masyarakatnya, Tidak ada keluhan masyarakat, Orang pelayanan wajib 

menanggapi dari permasalahan/keluhan masyarakat, Mengetahui sumber- sumber 

keluhan masyarakat dan mengetahui cara mengatasi keluhan tersebut. 

b. Karakteristik Pelayanan Prima 

Pada umumnya, masyarakat menginginkan produk jasa layanan yang 

memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.Dengan demikian, 

perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, maupun kualitas baik produk mupun sikap. 

Pelayanan yang terbaik adalah melayani setiap saat secara cepat dan memuaskan, 

berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional. 

Ada empat karakterisktik pelayanan prima yag dapat disikapi oleh pemerintah 

selaku pemberi/penyedia layanan, yaitu dalam hal ini pelayanan prima (Barata, 

2013): 

1) Mudah dan cepat 

Pada prinsipnya pola serta sistem pelayanan itu harus didesai sederhana, 

mudah dipahami baik oleh masyarakat maupun pemberi layanan sendiri. 
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2) Keterbukaan 

Buatlah masyarakat merasa diperhatikan secara tulus/tanpa pamri dan terbuka, 

tidak seperti diakal-akali. 

3) Kebutuhan 

Perlu keterampilan menyimak dan merasakan apa yang sebenarnya diinginkan 

oleh masyarakat. Perlu keterampilan, kesabaran, dan pemahaman sehingga 

bisa memberikan respon kepada masyarakat. 

4) Akrab 

Buat masyarakat dihargai dan merasa dihormati.Umumnya orang merasa 

senang bila dilayani secara energik dan antusias. Kita semua secara jujur akan 

merasa nyaman bila ada seseorang yang memunculkan sikap positif yang 

dimiliki. 

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pelayanan Prima 

Menurut (Daryanto & Setyobudi, 2014) tujuan pelayanan prima antara lain 

sebagai berikut:  

1) Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. 

2) Untuk menimbulkan kepuasan dari pihak pelanggan agar segera membeli 

barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. 

3) Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang 

ditawarkan. 

4) Untuk menghindari terjadinya tuntutan tuntutan yang tidak perlu 

dikemudian hari terhadap pelanggan. 

5) Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 
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6) Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. 

7) Untuk mempertahankan pelanggan. 

Menurut (Daryanto & Setyobudi, 2014) fungsi pelayanan prima antara lain 

sebagai berikut:  

1) Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. 

2) Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. 

3) Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. 

4) Menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk/jasa. 

5) Memenangkan persaingan pasar. 

6) Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan. 

7) Memberikan keuntungan pada perusahaan. 

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembantu lurah kepala lingkungan 

mempunyai fungsi dalam perda kota Medan No. 9 tahun 2017 pada pasal 18 

a. Pendataan kependukukan dan pelayanan administrasi pemerintahan 

lainnya; 

b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat,dan kerukunan  hidup 

antar warga dan kebersihan lingkungan; 

c. Pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 

mengembangkan aspirasi masyarakat; 

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di 

wilayahnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan camat atau lurah 

sesuai fungsinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis 

penelitian yang digunakan. Untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam 

penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga 

memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu 

cara pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan sekitar 

dengan objek penelitian pada saat ini berdasarkan kenyataan. 

Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan 

variabel lain. 

Data deskriptif menurut (Moleong, 2014) dapat dilihat sebagai sebuah 

indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya 

yang menyebabkan prilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau 

prilaku yang dapat di amati dati orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang 

disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) 

dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak 
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ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan 

ketentuan statistik / matematika). 

Penelitian ini akan menggambarkan sejauh mana Efektivitas Pelayanan Prima 

Kepala Lingkungan Di Kelurahan Lubuk Tukko Kabupaten Tapanuli Tengah, 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba mencari kebenaran sesuai fenomena 

yang ada. 

Penelitian ini dipilih karena bersifat menyeluruh (holistic), dinamis dan 

menggeneralisasi. Hal ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melihat bagaimana 

Efektivitas Pelayanan Prima Kepala Lingkungan Di Kelurahan Lubuk Tukko 

Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan suatu fenomena sosial dimana 

membutuhkan informasi secara menyeluruh dan mendalam dari masing-masing 

informan kunci maupun utama agar dapat dilihat dengan jelas apa yang sesungguhnya 

terjadi dilapangan. 

3.2 Kerangka Konsep  

Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu 

sistem hakikatnya pemerintah modern adalah pelayanan kepada masyarakat.  

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk 

melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 

kemajuan bersama. 
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Berdasarkan keterangan di atas dapat digambarkan kerangka konseptual 

sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Pelayanan 

Prima 

UU 25 : 2009 dengan sekurang-kurangnya 

pelayananan :  

1. Dasar hukum 

2. Persyaratan 

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 

4. Jangka waktu penyelesaian 

5. Biaya\tarif 

6. Produk pelayanan 

7. Sarana, prasarana, dan fasilitas 

8. Kompetensi pelaksana 

9. Pengawasan internal  

10. Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan. 

11. Jumlah pelaksana 

12. Jaminan pelayanan yang 

memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelayanan 

13. Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan dalam 

bentuk komitmen untuk 

memberikan rasa aman, bebas dari 

bahaya, dan risiko keraguan, dan  

14. Evaluasi kinerja pelaksana. 

 

 

Indikator pelayanan prima, menurut 

Barata : 2005 yaitu : 

1. Mudah dan Cepat 

2. Keterbukaan 

3. Kebutuhan  

4. Akrab 

Monitoring dan evaluasi 

kualitas pelayanan administrasi 

di Kelurahan Lubuk Tukko. 
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3.3 Defenisi Konsep  

1. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, 

seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat 

diartikan sebagai pekerjaan yang  dilakukan sesuai rencana, dapat 

dikatakan efektif tanpa  waktu, tenaga dan perubahan. 

2. Pelayanan (customer service) secara umum adalah setiap kegiatan 

yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan 

pelanggan dapat terpenuhi. 

3. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara 

Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 

undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum 

lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan 

setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang 

bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 

publik. 
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4. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “service excellent” 

yang secarah harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. 

Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar 

pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan.  

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Dalam penelitian ini melihat pelayanan melalui penjabaran kategorisasi 

penelitian. Adapun kategorisasi penelitian ini di dasari oleh pendapat (Barata, 2013), 

diantaranya: 

1) Mudah dan cepat 

Pada prinsipnya pola serta sistem pelayanan itu harus didesain sederhana, 

mudah dipahami baik oleh masyarakat maupun pemberi layanan sendiri. 

2) Keterbukaan 

Buatlah masyarakat merasa diperhatikan secara tulus/tanpa pamri dan terbuka, 

tidak seperti diakal-akali. 

3) Kebutuhan 

Perlu keterampilan menyimak dan merasakan apa yang sebenarnya diinginkan 

oleh masyarakat. Perlu keterampilan, kesabaran, dan pemahaman sehingga 

bisa memberikan respon kepada masyarakat. 

4) Akrab 

Buat masyarakat dihargai dan merasa dihormati.Umumnya orang merasa 

senang bila dilayani secara energik dan antusias. Kita semua secara jujur akan 

merasa nyaman bila ada seseorang yang memunculkan sikap positif yang 

dimiliki. 
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3.5 Informan dan Narasumber  

Menurut (Moleong, 2014) Informan penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar  belakang 

penelitian. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, merupakan orang 

yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang mampu atau 

mengetahui informasi tentang pelayanan prima Kepala Lingkungan di Kelurahan 

Lubuk Tukko Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber guna 

melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini. Adapun 

narasumber dari penelitian ini adalah: 

1. Kelurahan Lubuk Tukko 

Nama : Kobul Dongoran Penata TK.I 

Umur : 54 Tahun 

Jabatan : Lurah 

2. Kelurahan Lubuk Tukko 

Nama : Hamzah Alfansuri Meuraxa 

Umur : 47 Tahun 

Jabatan : Kepling I 

3. Kelurahan Lubuk Tukko  

Nama : Irsan Hutagalung 

Umur : 52 Tahun 

Jabatan : Kepling IV 
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4. Kelurahan Lubuk Tukko 

Nama : Nikmat Sukriani Pohan 

Umur : 39 Tahun 

Jabatan : Masyarakat 

5. Kelurahan Lubuk Tukko 

Nama : Hendri Meuraxa 

Umur : 36 Tahun 

Jabatan : Masyarakat 

6. Kelurahan Lubuk Tukko 

Nama : Ardi 

Umur : 30 Tahun 

Jabatan : Masyarakat 

7. Kelurahan Lubuk Tukko 

Nama : Roslian Gulo 

Umur : 30 Tahun 

Jabatan : Masyarakat  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, mengumpulkan data merupakan hal yang sangat 

penting. Untuk memperoleh keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh 

secara langsung di tempat penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan 
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teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara 

langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan 

pertanyaan kepada orang yang menjadi objek penelitian. 

a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian, sedangkan data sekunder di lakukan dengan teknik 

dokumentasi yaitu data yang diperoleh dan telah di olah dengan baik 

dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan 

dengan penelitian ini dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari 

intansi terkait. 

b) Wawancara, yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung informan 

penelitian dan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 

dibuat. 

2. Data Sekunder 

Dalam data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar ,maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan data ini yaitu: 

a) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan 

masalah yang akan diteliti. 

b) Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 

menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber-

sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dikemukakan oleh (Moleong, 2014), adalah proses 

mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang 

penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dan dimulai, analisis data 

dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian, 

Adapun teknik analisa data yang penulis ambil yaitu: 

a. Reduksi Data  

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukanya analisis 

data melalui reduksi data. Meruduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya serta, menghilangkan yang tidak. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data selanjutnya. 

b. Pengajian Data (Data display) 

Data yang disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data bisa berbentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dari penyajian data 

ini diharapkan peneliti mampu memahami yang terjadi, sehingga dapat 

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Iskandar, 2010) menjelaskan 

biasanya dalam penelitia, peneliti akan mendapatkan data yang banyak. Data 

yang di dapat tidak mungkin di paparkan secara keseluruhan. Untuk itu dalam 

penyajian data, data dapat di analisis oleh penelitian untuk di susun secara 
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sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab 

masalah yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan  merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, 

(Iskandar, 2010) menjelaskan bahwa penarik simpulan merupakan analisis 

lanjutan dari reduksi data, dan penyajian data sehingga data dapat di 

simpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarik simpulan sementara, 

masih dapat di uji kembali dengan data di lapangan, dengan cara mereflesikan 

kembali, penelitian dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga 

kebenaran ilmiah dapat tercapai. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Lurah Lubuk 

Tukko, Jl. Pardagangan Lubuk Tukko, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 

Sumatera Utara. Dengan perkiraan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juli 

sampai dengan bulan Agustus 2023. 

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian  

 a. Informasi Kelurahan Lubuk Tukko 

Lubuk Tukko adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pandan, 

Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Luas wilayah 

kelurahan ini 2,60 km², dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 

2.961 jiwa. Kelurahan Lubuk Tukko memiliki luas wilayah kurang lebih 463 Ha. 

Adapun batas-batas kelurahan Lubuk Tukko adalah sebagai berikut : 
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a) Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Sibuluan Nalambok 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Sibuluan Indah 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Pandan 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan lautan Hindia 

b. Visi dan Misi Kelurahan Lubuk Tukko 

1. Visi  

a) Terwujudnya masyarakat yang memiliki identitas kependudukan 

b) Terwujudnya adanya standart pelayanan KTP/KK kepada masyarakat 

c) Terwujudnya pengusaha yang taat kepada peraturan yang berlaku 

d) Terwujudnya standart pelayanan perizinan yang sesuai dengan peraturan 

kepada masyarakat 

e) Terwujudnya pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak yang wajib belajar 

f) Tercapainya tingkat kesehatan masyarakat yang menyeluruh 

2. Misi  

a) Meningkatkan kualitas jasa pelayanan kepada masyarakat 

b) Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat 

c) Meningkatkan sumber daya aparat pemberi jasa pelayanan kepada 

Masyarakat 

d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan 

manajemen pembangunan 

e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa pelayanan di bidang pendidikan 

dan kesehatan kepada Masyarakat 
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Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan 

Pandan dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi seperti pada bagan berikut ini : 
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Gambar 3.2 

Struktur Organisasi Kelurahan Lubuk Tukko 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh 

dilapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya 

jawab atau wawancara dengan narasumber yang memiliki wewenang untuk 

memperoleh informasi atau jawaban yang tepat dan akurat, yang mana wawancara ini 

dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber dan 

kemudian disimpulkan. 

Hasil penelitian ini terfokus pada Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan 

Kabupaten Tapanuli Tengah. Sumber data dari penelitian ini adalah sebanyak 7 orang 

yang terdiri dari 1 orang lurah, 2 orang kepala lingkungan, dan 4 warga setempat. 

4.4.1 Deskripsi Narasumber  

Adapun deskripsi narasumber untuk mendukung perolehan data dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan hanya menjadi dua 

yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. 

Pada tabel berikut disajikan frekuensi untuk masing-masing kategori : 
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Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi 

1. Laki-laki 5 

2. Perempuan 2 

 Jumlah 7 
Sumber : Data Wawancara Tahun 2023   

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber dalam 

penelitian ini adalah berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang. 

Begitu halnya dengan frekuensi perempuan sebanyak 2 orang. 

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur 

yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun, dan umur 50 – 59 

tahun. Pada tabel dibawah ini disajikan frekuensi untuk masing-masing kategori 

umur: 

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi 

1. 30 – 39 Tahun 4 

2. 40 – 49 Tahun 1 

3. 50 – 59 Tahun 2 

 Jumlah 7 
Sumber : Data Wawancara Tahun 2023  

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 

30 – 39 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang. Dan yang lainnya dengan umur 50 

– 59 tahun dengan frekuensi 2 orang, dan umur 40 – 49 tahun dengan frekuensi 1 

orang. 
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3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

Narasumber yang diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang 

dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari tiga kelompok pekerjaan yaitu pegawai 

negeri sipil, wiraswasta, dan kepala lingkungan. Pada tabel dibawah ini akan 

dijelaskan frekuensi untuk masing – masing kategori sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjan 

No Jenis Pekerjaan Frekuensi 

1. Pegawai Negeri Sipil 1 

2. Wiraswasta 2 

3. Kepala Lingkungan 2 

 Jumlah 5 
Sumber : Data Wawancara Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja 

sebagai kepala lingkungan dengan frekuensi 2 orang dan wiraswasta dengan frekuensi 2 

orang. 

4.2.  Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

4.2.1  Mudah dan Cepat 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 31 Juli 2023 

Pukul 10:20 WIB dengan Bapak Kobul Dongoran Penata TK.I. Sebagai Lurah Lubuk 

Tukko, beliau menyatakan bahwa proses mekanisme pelayanan yang dilakukan di 

Kelurahan Lubuk Tukko sudah mudah dan cepat.  Dikarenakan untuk memproses 

segala mekanisme pengurusan administrasi atau pendataan Masyarakat melalui 

kepala lingkungan akan di selesaikan oleh pihak kelurahan dan akan di proses dengan 

mudah dan cepat. 
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Selain pendataan kependudukan, untuk tercapainya tujuan fungsi kepala 

lingkungan adalah kepala lingkungan harus menghimbau warganya untuk menjaga 

kebersihan perkarangan rumah masing-masing dan harus selalu siaga melayani segala 

kebutuhan atau keperluan masyarakat. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara Bapak Hamzah Alfansuri Meuraxa 

selaku kepala lingkungan I yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 

pukul 14.05 WIB, beliau mengatakan bahwa sejauh ini pelayanan untuk pendataan 

kependudukan di Lubuk Tukko cukup baik dan lancar. Pendataan kependudukan ini 

rutin dilakukan agar data warga yang masuk dan keluar jelas diketahui dan dapat 

mempermudah dalam penyaluran bantuan-bantuan pemerintah dan lainnya. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 

tanggal 31 Juli 2023 pukul 11.35 WIB dengan Bapak Irsan Hutagalung selaku kepala 

lingkungan IV. Beliau menyatakan bahwa pelayanan kepala lingkungan tentu saja 

melayani Masyarakat dengan baik. Dan kepala lingkungan juga ikut berpartisipasi 

dalam melakukan pendataan kependudukan agar Masyarakat lebih menerima 

kemudahan atas informasinya. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmat Sukriani Pohan 

dan Ibu Roslian Gulo yang merupakan warga Lubuk Tukko yang di lakukan pada 

hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Mereka  mengatakan bahwa 

pelayanan yang dilakukan kepala lingkungan sudah berjalan dengan baik,  yang 

dilakukan dengan cara kepala lingkungan terjun langsung kelapangan. Kemudian 

kepala lingkungan juga bekerja 24 jam  untuk melayani segala kebutuhan ataupun 

keluhan masyarakat. 
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Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Meuraxa dan 

Bapak Ardi yang merupakan warga Lubuk Tukko yang dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 3 agustus 2023 pukul 16.22 WIB. Mereka  menyatakan bahwa pelayanan 

yang di berikan kepala lingkungan sudah cukup baik, kepala lingkungan juga 

memberikan informasi kepada Masyarakat dengan mudah dan cepat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan kepala lingkungan 

dalam meningkatkan pelayanan prima sudah berjalan dengan mudah dan cepat. 

Kepala lingkungan di Kelurahan Lubuk Tukko dapat bekerja 24 jam guna melayani 

warga-warganya dan siaga dalam hal apapun. 

4.2.2 Keterbukaan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kobul Dongoran Penata TK.I 

selaku Lurah Lubuk Tukko, pada hari Senin 31 Juli 2023 pukul 10.20 WIB.  Beliau 

menjelaskan bahwa dalam bentuk  ketebukaan kepala lingkungan dalam memberikan 

pelayanan adalah dengan cara melayani warga dengan ikhlas dan sepenuh hati. Bila 

perlu kepala lingkungan mendatangi masing-masing rumah warganya untuk 

mengetahui masalah atau keluhan apa yang sedang dialami warganya tersebut. 

Kemudian dalam memberikan pelayanan kepala lingkungan harus memberikan 

prosedur yang mudah dan tidak mempersulit warga. Jika terjadi masalah 

dilingkungannya kepala lingkungan harus terjun langsung ke lokasi untuk melihat 

permasalahannya dan diselesaikan dengan cara mediasi dan kekeluargaan.  

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 

2023 pukul 14.05 WIB dengan Bapak Hamzah Alfansuri Meuraxa selaku kepala 

lingkungan I Lubuk Tukko, mengatakan bahwa keterbukaan atas tanggung jawab 
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kepala lingkungan terhadap Masyarakat merupakan hal yang harus melekat didalam 

diri kepala lingkungan salah satu caranya dengan cara memberi himbauan dan terjun 

langsung kelapangan untuk memantau daerah sekitar dan warga-warganya. Jika 

terdapat masalah atau konflik dilingkungannya kepala lingkungan harus siaga dan 

cepat turun ke lokasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan 

musyawarah kepada yang bersangkutan. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irsan Hutagalung 

selaku kepala lingkungan IV Lubuk Tukko, yang dilakukan pada Hari Senin 31 Juli 

2023 pukul 11.35 WIB beliau mengatakan bahwa kepala lingkungan selalu memantau 

dan melihat setiap saat bagaimana keadaan lingkungannya. Keterbukaan atas 

pelayanan yang dilakukan sudah tepat sasaran dan efektif. Untuk menghadapi 

keluhan atau persoalan masyarakat kepala lingkungan akan melakukan musyawarah 

dan mendengarkan segala keluhan yang dihadapi warganya. Prosedur yang ada dalam 

memberikan pelayanan pun tidak sulit, jika ada keperluan administrasi dan keperluan 

lainnya kepala lingkungan siap membantu tanpa perantara. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmat Sukriani Pohan 

dan Ibu Roslian Gulo yang merupakan warga Lubuk Tukko yang di lakukan pada 

hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Mereka mengatakan bahwa 

keterbukaan kepala lingkungan telah memberikan pelayanan dengan cukup baik 

apabila warga sedang memerlukan keperluan administrasi. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Meuraxa dan 

Bapak Ardi yang merupakan warga Lubuk Tukko yang dilakukan pada hari Kamis 
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tanggal 3 agustus 2023 pukul 16.22 WIB mengatakan bahwa keterbukaan kepala 

lingkungan kepada Masyarakat sudah berjalan dengan tepat dan efektif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan keterbukaan kepala lingkungan Lubuk 

Tukko dalam memberikan pelayanan sudah berjalan dengan baik dan efektif. 

4.2.3 Kebutuhan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Lubuk Tukko yaitu Bapak Kobul 

Dongoran Penata TK.I pada hari Senin 31 Juli 2023 pukul 10.20 WIB beliau 

mengatakan bahwa tingkat pelayanan prima kepala lingkungan sudah cukup memadai 

dengan kebutuhan Masyarakat. Karena kepala lingkungan sangat berperan penting 

untuk memberikan program-program layanan dari pemerintah. Masa kerjanya kepling 

adalah selama 24 jam dan harus standby dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat 

untuk membantu melaksanakan prosedur administrasi dengan cara tidak mempersulit. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Alfansuri 

Meuraxa selaku kepala lingkungan I Lubuk Tukko, yang dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.05 WIB mengatakan bahwa tingkat pelayanan 

prima kepala lingkungan sudah cukup memenuhi kebutuhan Masyarakat. Karena jika 

ada program-program bantuan dari pemerintah, posyandu dan lainnya, penyaluran 

bantuan-bantuan ini akan dilakukan pendataan terlebih dahulu agar dapat menyeluruh 

dengan adil. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irsan Hutagalung 

selaku kepala lingkungan IV Lubuk Tukko, yang dilakukan pada Hari Senin 31 Juli 

2023 pukul 11.35 WIB beliau mengatakan bahwa tingkat pelayanan prima kepala 

lingkungan sudah cukup baik untuk kebutuhan Masyarakat. Karena adanya program-
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program layanan di Lubuk Tukko bermacam-macam, seperti posyandu anak-anak dan 

posyandu lansia juga senam bugar lansia. Terdapat juga program untuk keluarga yang 

kurang mampu yang mana ini juga program dari pemerintah. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmat Sukriani Pohan 

dan Ibu Roslian Gulo yang merupakan warga Lubuk Tukko yang di lakukan pada 

hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB menyatakan bahwa program 

layanan di Kelurahan Lubuk Tukko sudah berjalan cukup baik sesuai kebutuhan 

Masyarakat terlebih lagi adanya posyandu yang rutin. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Meuraxa dan 

Bapak Ardi yang merupakan warga Lubuk Tukko yang dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 3 agustus 2023 pukul 16.22 WIB menjelaskan tidak berbeda denga napa yang 

dikatakan narasumber lainnya, bahwa program pelayanan sudah cukup baik untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kebutuhan pelayanan 

prima di Kelurahan Lubuk Tukko sudah berjalan sangat baik dengan adanya 

program-program layanan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. 

4.4.4 Akrab  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lubuk Tukko yaitu Bapak Kobul 

Dongoran Penata TK.I pada hari Senin 31 Juli 2023 pukul 10.20 WIB beliau 

mengatakan bahwa tingkat partisipasi dari kedekatan kepala lingkungan dengan 

Masyarakat sudah cukup tinggi. Karena setiap kepala lingkungan harus lebih 

perhatian terhadap Masyarakat. Untuk menggerakkan partisipasi Masyarakat guna 

menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan akan diadakan gotong royong 
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bersama staff kelurahan, warga setempat dan kepala lingkungan yang dilakukan 

secara bergilir di tiap-tiap lingkungan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamzah Alfansuri 

Meuraxa selaku kepala lingkungan I Lubuk Tukko, yang dilakukan pada hari Kamis 

tanggal 3 Agustus 2023 pukul 14.05 WIB menjelaskan bahwa kedekatan kepala 

lingkungan dengan masyarakat sudah bagus dan baik. Kemudian dengan adanya 

gotong royong yang dilakukan secara rutin akan dapat memperoleh kedekatan kepala 

lingkungan terhadap Masyarakat.  

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irsan Hutagalung 

selaku kepala lingkungan IV Lubuk Tukko, yang dilakukan pada Hari Senin 31 Juli 

2023 pukul 11.35 WIB yang mana beliau mengatakan sama halnya dengan 

narasumber lainnya, kepala lingkungan selalu berkeliling dan memantau Masyarakat 

yang ada di lingkungan agar tentram dan damai. Untuk menggerakkan partisipasi 

masyarakat kepala lingkungan biasanya menghimbau atau mengarahkan warganya 

agar tidak membuang sampah sembarangan. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmat Sukriani Pohan 

dan Ibu Roslian Gulo yang merupakan warga Lubuk Tukko yang di lakukan pada 

hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB mengatakan bahwa kepala 

lingkungan beserta staff Kelurahan mengadakan kegiatan gotong royong yang rutin di 

setiap lingkungan secara bergilir. 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Meuraxa dan 

Bapak Ardi yang merupakan warga Lubuk Tukko yang dilakukan pada hari Kamis 
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tanggal 3 agustus 2023 pukul 16.22 WIB menyatakan sama hal dengan narasumber 

lainnya, bahwa kedekatan kepala lingkungan terhadap Masyarakat sudah cukup baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedekatan kepala lingkungan 

dengan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Tukko sudah baik, dikarekankan kepala 

lingkungan yanag aktif  dan selalu memberi himbauan kepada masyarakatnya untuk 

tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan. 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Mudah dan Cepat 

Pada prinsipnya pola serta sistem pelayanan itu harus didesain sederhana, 

mudah dipahami baik oleh masyarakat maupun pemberi layanan sendiri. 

Untuk meningkatkan pelayanan prima ditingkat kelurahan sekaligus 

memberikan kepastian hukum serta kewenangannya dalam menjalankan tugas 

sebagai penyelenggara di tingkat kelurahan, khususnya kelurahan Lubuk Tukko. 

Dilanjutkan kerjasama antara pihak kelurahan, kepala lingkungan dengan pihak-pihak 

lainnya yang berkaitan dengan menggunakan cara mudah dan cepat ini untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari 

keefektivitasan pelayanan prima kepala lingkungan sudah maksimal. Kepala 

lingkungan di Lubuk Tukko telah   menjalankan tugas sesuai Standar Operasi 

Prosedur (SOP).  

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator 
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efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran 

(Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output 

yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka 

semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.  

Berdasarkan pendapat diatas bahwa efektivitas pelayanan prima kepala 

lingkungan sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kepala lingkungan 

telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani warga yang berada di 

wilayahnya. 

4.3.2 Keterbukaan  

Buatlah masyarakat merasa diperhatikan secara tulus/tanpa pamri dan terbuka, 

tidak seperti diakal-akali.  

Dalam penelitian ini terlihat bahwa kepala lingkungan telah bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan. akan tetapi masih ada beberapa prosedur yang 

terkadang menyulitkan warga dalam pengurusan administrasi, dikarenakan masih ada 

kepala lingkungan yang tidak paham betul dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

pengurusan administrasi kependudukan yang mana hal ini membuat masyarakat harus 

bolak-balik ke kantor kelurahan. Harusnya kepala lingkungan mempunyai standar 

pelayanan dalam melayani masyarakat mengurus sesuatu yang berhubungan dengan 

kepala lingkungan, karena itu hal yang terpenting untuk memberikan pelayanan yang 

efektif, cepat, dan responsif. 

Menurut Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, pelayanan 

Publik dapat diartikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi 
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setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Berdasarkan pendapat diatas kesederhanaan dan keterbukaan dalam 

memberikan pelayanan prima oleh kepala lingkungan Lubuk Tukko dapat dikatakan 

sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kepala lingkungan yang sudah 

mengetahui dengan benar bagaimana prosedur dalam pengurusan administrasi. 

4.4.3 Kebutuhan  

Perlu keterampilan menyimak dan merasakan apa yang sebenarnya diinginkan 

oleh masyarakat. Perlu keterampilan, kesabaran, dan pemahaman sehingga bisa 

memberikan respon kepada masyarakat. 

Kelurahan Lubuk Tukko memiliki program yang diantaranya adalah di bidang 

kesehatan mereka  menyediakan posyandu anak-anak dan posyandu lansia yang mana 

kegiatan ini diadakan sekali dalam sebulan yang dilaksanakan pada awal bulan. 

Selain itu terdapat juga program-program bantuan dari pemerintah seperti bantual 

sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sebagainya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan pelayanan prima di 

Lubuk Tukko telah terlaksana dengan baik, namun perlu di tingkatkan lagi 

penyelenggaraan program-program kebutuhan kedepannya agar dapat berjalan 

semakin baik dan optimal. 

4.3.4. Akrab  

Buat masyarakat dihargai dan merasa dihormati.Umumnya orang merasa 

senang bila dilayani secara energik dan antusias. Kita semua secara jujur akan merasa 

nyaman bila ada seseorang yang memunculkan sikap positif yang dimiliki. 
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  Tindakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan telah disusun beberapa program 

diantaranya seperti yang telah disebutkan di subbab sebelumnya. Namun dalam 

pelaksanaannya kepala lingkungan harus memantau langsung agar 

penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik. Untuk menjaga kebersihan 

lingkungan kepala lingkungan beserta staff kelurahan yang telah membuat program 

kegiatan rutin yaitu gotong royong. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 

masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan bekerjasama agar terciptanya lingkungan 

yang bersih dan semakin membangun keakraban kepala lingkungan dengan 

masyarakat.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keakraban kepala lingkungan 

dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima sudah dilaksanakan dengan 

efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, yang kemudian penulis 

melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan 

menyimpulkan pokok-pokok dari permasalahan dan sekaligus memberi saran yang 

bisa jadi berguna. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

Tercapainya keefektivitasan kepala lingkungan dalam menjalankan pelayanan 

prima sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 4 indikatornya yaitu: 

1. Mudah dan cepat dikarenakan kepala lingkungan telah menjalankan 

tugasnya dengan baik dalam melayani warga yang berada di wilayahnya.  

2. Keterbukaan dalam memberikan pelayanan prima oleh kepala lingkungan 

Lubuk Tukko juga sudah berjalan dengan optimal karena kepala 

lingkungan yang sudah mengetahui dengan benar bagaimana prosedur 

dalam pengurusan administrasi. 

3. Kebutuhan pelayanan prima di Lubuk Tukko juga telah terlaksana dengan 

baik, namun perlu di tingkatkan lagi penyelenggaraan program-program 

kebutuhan kedepannya agar dapat berjalan semakin baik dan optimal. 

4. Akrab dikarenakan keakraban kepala lingkungan dengan masyarakat 

dalam memberikan pelayanan prima sudah dilaksanakan dengan efektif. 
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Maka dapat disimpulkan pelayanan prima yang dilakukan di kelurahan Lubuk 

Tukko telah terlaksana efektif, akan tetapi perlu adanya beberapa penguatan yang 

nantinya akan dijadikan saran pada penelitian ini.  

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian di atas maka ada beberapa saran ataupun rekomendasi 

yang disarankan peneliti diantaranya sebagai berikut :   

1. Pemerintah kelurahan Lubuk Tukko perlu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) melalui seperti : 

- Penguasaan komputer yang berbasis teknologi,  

- Kearsipan yang di data dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. 

2. Mengeluarkan informasi administrasi berbasis elektronik e-government, 

seperti memberikan informasi kepada masyarakat melalui website atau baliho 

informasi yang di letakkan di tempat-tempat masyarakat dapat membaca 

dengan mudah.   

3. Memperhatikan kepala lingkungan untuk meningkatkan kualitas kinerja 

kepala lingkungan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

kepala lingkungan.   
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Sumber : Foto Bersama Ibu Nikmat 

Sukriani Pohan, Selaku Masyarakat 

Kelurahan Lubuk Tukko 

 

 

 

 

Sumber : Foto Bersama Ibu Roslian 

Gulo, Selaku Masyarakat Kelurahan 

Lubuk Tukko 
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Pedoman Wawancara 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Surat Izin Penelitian  

 

 



 

 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 



 

 

Surat Keterangan Bebas Pustaka  
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